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WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 37 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 28 TAHUN 2015 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 

KOTA BLITAR TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota 

Blitar Tahun 2016 dan dalam rangka melaksanakan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar 

Tahun 2016, perlu dilakukan peninjauan kembali dan 

melakukan penyesuaian terhadap kondisi dinamika 

peyelenggaraan pemerintahan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar 

Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Kota Blitar Tahun 2016; 

   

 
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur/Tengah/Barat ; 

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3243); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817) ; 

12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2016 ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah ; 

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ; 

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Blitar 2011 – 2015 ; 

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar; 

18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 

2016; 
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  MEMUTUSKAN : 
   

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 28 TAHUN 2015 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 

KOTA BLITAR TAHUN 2016. 

   

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 

tentang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 

(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 28) diubah sebagai berikut : 

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

‘Pasal 3A 

BAB  I : PENDAHULUAN. 

BAB  II : EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2016 KOTA BLITAR SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN KEDUA. 

BAB  III : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM 

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 KOTA BLITAR. 

BAB  IV : PENUTUP. 

 

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

‘Pasal 4A 

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

   

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 22 Agustus 2016 

WALIKOTA BLITAR, 
 

 ttd 

 
MUH. SAMANHUDI ANWAR 
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Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 22 Agustus 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

                     

                         Ttd. 

                 Rudy Wijonarko 

 
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 37 

 


